














































































































I.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH
TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG

UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Kota Kupang sebagai salah satu Daerah Otonom sekaligus Ibu Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus berbenah diri. Secara geografis
Kota Kupang terletak di antara 123°31°35-123°41°00" Bujur Timur dan
10°07’40-10°17°39’ Lintang Selatan. Sampai dengan Maret 2011,
penduduk Kota Kupang berjumlah 335.585 jiwa dengan komposisi laki-
laki 172.077 jiwa dan perempuan 163.508 jiwa. Selain itu, pada Tahun
2009, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang mencapai 6,97%. Kota
Kupang juga mempunyai fungsi sebagai kota transit bagi mobilitas orang,
barang dan jasa dari dan ke Iuar NTT.

Untuk Kota Kupang, salah satu permasalahan yang dihadapi yakni
adanya kecenderungan menjadi daerah asal, transit, dan tujuan tindak
pidana perdagangan orang. Mencermati alur permasalahan tindak pidana
perdagangan orang, dapat diidentifikasikan pada 3 (tiga) klasifikasi,
yakni:

a. Hulu masalah.
Pada hulu masalah, terdapat sejumlah faktor yang mendorong
terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Faktor-faktor dimaksud,
teridiri atas: (1) kemiskinan; (2) pertumbuhan angkatan kerja yang
tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja berimbas pada
meningkatnya pengangguran; (3) perubahan gaya hidup yang lebih
mengarah kepada materialisme dan konsumtif; (4) bias gender yang
bersumber dari budaya yang memberikan penilaian yang berbeda
terhadap anak laki-laki dan perempuan secara ekonomis; (5)
pergeseran nilai budaya sosialis dengan preferensi komunal ke arah
budaya liberal dengan preferensi individual, berimbas pada perilaku
yang semakin egois (manusia semakin tidak peduli dengan

sesamanya); (6) meluasnya informasi negatif yang relatif mudah
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